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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di, Kampung Purwodadi Kecamatan
Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kampung Bandung Baru Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
5 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung
Sugih, Nomor 147/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai
berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kampung
Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kampung Lampung Tengah yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bangun Rejo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/ 09 / XI /
2002, tanggal 01 Nopember 2002;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar
perjodohan orang tua, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun
Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 minggu,
kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat di, Kampung Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu sampai dengan pisah;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang
anak bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugatberumur 10 tahun;

b. Anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 tahun, saat ini kedua anak
tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis namun sejak bulan November tahun 2002 yang lalu sudah tidak
harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak
mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja dan juga masih sering

dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
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b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti perempuan
brengsek terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul,
menampar dan melempar garfu ke arah Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2014
disebabkan Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang tetap tidak
mau berubah sikap masih saja malas bekerja padahal Penggugat sudah
sering menasehati Tergugat untuk tekun bekerja namun Tergugat tidak
pernah menghiraukan dan Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat
jika sedang marabh;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat
sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik Iahir
maupun batin;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya
perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun
tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama
dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir
dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum,
maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan
dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah
tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum
dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat
didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat Nomor 140/012/

C5.01/2015 tanggal 3 Februari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh

Kepala Kampung Purwodadi, kecamatan Bangunrejo, Kabupaten
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Lampung Tengah, surat tersebut telah bermeterai cukup dan
disesuaikan dengan aslinya (bukti P-1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang
aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bangun Rejo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : 437 / 09/ X1l / 2002, tanggal 01 Nopember 2002, surat tersebut

bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi
1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten

Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan
suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, saksi
pernah sekali mendengar sendiri dan pernah mendengar dari orang
tua Pengugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat
memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sampai saat ini sudah 6 bulan lamanya,
Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua

masing-masing;
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- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi
Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali untuk

merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di, Kampung Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo
Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Terggugat;

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan
suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu,
saksi sering mendengar dari keterangan Penggugat, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat
memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering
berkata kasar kepada penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sampai saat ini sudah 6 bulan lamanya,
Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua
masing-masing;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi
Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha dua kali untuk

merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam
kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan
ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama
Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara
Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan

putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal
149 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2008 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui
Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan

mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-
orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas
nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas
Penggugat yang betempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengabh,
dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama
Gunung Sugih, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50
Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum

antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh
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karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan
berkualitas sebagai pihak (/legitima personastandi in judicio) dalam perkara a
quo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya
perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya
perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi
2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober
2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di
rumah orang tua Penggugat di Dusun Il, RT.008, RW.002, Kampung
Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo Kampung Lampung Tengah yang

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Bangun Rejo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
437 / 09 / X1/ 2002, tanggal 01 Nopember 2002, sudah dikaruniai 2
orang anak serta belum pernah bercerai;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga
Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat,
Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat
ini sudah 6 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat
kediaman orang tua masing-masing, selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan penggugat, baik lahir maupun bathin ;

e Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan

Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagaimana dimaksud Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit
diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga
yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud,;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang
sedapat mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah tidak
dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi
sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi

kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabig dalam kitab Figh Sunnah
Jilid 1l sebagai berikut:

Shiclsle  azgilliisn ol sa) blges  cuaslsls
osw il plgy ame GlosY loo clasYl 0lge 7ol
a5l aalblgallblogisw Yol e ola)ljze g Laglliol

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk
penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu
hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim
memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam
gugatannya  bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun
kembali telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud
Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat
hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat

hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s

15
% 4
-
W

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002
jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni
2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten
Lampung Tengah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo

Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 14
April 2015 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh
kami Ahmad Saprudin, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur lzzah, S.HI
dan Ade Ahmad Hanif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dibantu oleh Drs. Riduansyah sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.
Ahmad Saprudin, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd
Ttd.
Nur Izzah, S.HI Ade Ahmad Hanif, S.HI

Panitera Sidang,
Ttd.

Drs. Riduansyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 515.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-
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Jumlah Rp. 606.000,-
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